
Anggaran rend.apa tan dan Be Lan ja Dae rah Kotamadya 
Dae rah '1 il16ka t II Sw:~·.,bumi 
'I'ahun lm6ga1an 1998/1999. 

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SLIKABUMI 

D - 3 -SERI NOMOR TAHUN 1998 

LEMBARAN DAEAAH 
KOT AMADYA DAERAH T ][ NGt<A T I I SUKABlJM I 



6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata 
Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan 
Pensiun bagi Daerah Otonom; 

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Da~rah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Namur 6 Tahun 1975); 

1975 tentang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1975); 

Negara Republik Indonesia Nomor 3312); 

Republik 
lembaran 

Negara 
Tambahan 

Bangunan (lembaran 
Nomor 68 Tahun 1985, 

Bumi dan 
Indonesia 

3. Undang-Undang Namor 12 Tahun 1985 tentanq Pajak 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­ 
Pokok Pemerintahan Di Daerah (lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 

tanggal 14 Agustus 1950); 

L1ngkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 
(Serita Negara Republik Indonesia Ba rat Jawa 

Daerah-Daerah Kata Kecil 
ten tang 

daiam 
1950 Tahun 17 Nomor 1. Undang-Undang 

Pembentukan 

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan 
Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. 

~ALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI 

TAHUN ANGGARAN 1998/1999 

TEN TANG 

NOMOR 7 TAHUN 1998 

=~~ATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI 



1G Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 
1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata 
Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Angga~an 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 
tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah 
Hasil Pajak Bumi dan 8angunan; 

17. Keputusan Mf:?nteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 
1985 tentang Pe~yempurnaan Bentuk dan Susunan 
Perubahan Anqgaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

f.1nggar,,:1.n 
f.inggaran 

tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian 
Pendapatan dan Belanja Daerah denqan 
F'f:?11 d ci. p,'J. t.,;;i.n d .;:1.r, BF:? 1 <:el.fl j c·:1. 1'1•?.g ,::1. r a , 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 

Dalam Negeri Namer 970-893 Tahun 
Manual Administrasi Pendapatan 

Keputusan Menteri 
.1..981. tE:-'!nt.::1.n,:;_i 
D.:::1.,::2t··c:1.h; 

is , 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 
1981 tentang Prooram Pembinaan Anggaran Daerah dan 
Pengendalian Kredit Anggaran; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 
1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah; 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1986; 

tE,in t-:Inq 
Da.er.:::\h ~ 
M,?., .. i ter· i 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 
tentang Penqurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak 
Bumi dan Bangunan; 

tentang Pelaksanaan Pengelalaan Barang dan Materiil 
DD.£-'l~c:i.h; 

1979 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 

l<euc\ng,::1.n tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi 
dan Materiil Daerah; 

1978 
kepada 

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 

8. F'eir·21. tur .. ari 

t<'~n tc1nc:1 
Di:\f.:!t"'E:\h; 

Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitunqan Anggar­ 
an Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Us aha Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 
tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 

1978 Menteri Dalam Neqeri Nomor 11 Tahun 



F'_c:i._·:,;_,:::1.) ....... J .. 
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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II 
TENTANG ANSGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI TAHUN 

M E M U T LI S r A N 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi 

2. Pembicaraan dalam Rapat Pariourna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi 
tanggal 28 Maret 1998. 

1. Pembicaraan dalam Rapat Paniti3 Anggaran tanggal 21 
s.d. tanggal 25 Maret 1998; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Sukabumi Nomar 16 Tahun 1997 
tanggal 12 Agustus 1997 tentang Perubahan Keputusan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Sukabumi Nomor 188.343.177-Kep.06- 
SETWAN/1992 tanggal 29 Agustus 1992 tentang 
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kotamadya Daerah Tinakat II Sukabumi. 

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999; 

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1995 
tentang Pedoman Penganggaran dan Penatausahaan 
Anggaran Pendaaatan dan Belanja Daerah serta 
Pengelolaan Barang Daerah Tingkat II Percontohan; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 
ten tang Perluasan Percontohan Otonomi baqi 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II; 

.--, r··, 

.,· .,··. n 

1988 tentana Penyempurnaan Bentuk dan 
Anggaran Pendaoatan Daerah; 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 
1987 tentana Penggunaan Sistim Digit dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah; 

. ..::, 



berlaku 
sesuai akan dilakukan pergeseran 

perundang-undangan yang 
daftar terlampir. 

Pasal-Pasal. yang 
dengan peraturan 
adalah sebagaimana 

terpi.f:3a.hkc~.n. 

(3 ) Cont.oh r .. Lnci.an <:.,•':::! bag a .i. ma.n "''· dimaksud ,.=1.y21t ( 1 ) dan 
( 2) pa.'.:i<':'~ l. ini ~ mE!t-upakan ba~J .i.,::Hi yang tida.k 

(1) Rinc:ian dari ketentuan tersebut· pada Pasal 1 
dimuat dalam Lampiran A. 

p ad a 
A. I. 

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut 
Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran 
A.II/R dan A.II/P. 

Rp 3.510.905.000,00 

- Rut.in Rp 3.510.905.000,00 
- P0,·mb.:::\ngunan G:p 

Rp 3.510.905.000,00 ·-· Pe!nd a.pa. ta.n 

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai 
bE!r·iku.t 

Rp 38.022.361.000,00 

- Rut.in Rp 27.117.375.000,00 
- Pembangunan Rp 10.904.986.000,00 

b , BELAI\IJA 

Rp 38.022.361.000,00 ··· Pend c:\ p,,,\ tan 

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp 38.022.361.000,00 
t.1:::~r .. diri : 

P2,,s2, l 1 

.... 4 ..... 



~ t - ·- . .... , .. · rd· · ·· ·· ·•, 1 D - ;::, · !· r= -=1., 1":::> r-.- .• drllcu .. ,ya,- --:i...r.3?;/ 
Tingkat II Sukabumi, ((' 

r 09 tanggal 18 Agustus 1998 Seri D - 3 

-madya Daerah Tingkat II Sukabumi 

dangkan dalam Lembaran Daerah 

_sahkan oleh Gubernur Kepala Dati I Jawa Barat 
~~gan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dati I Jawa 8arat. 

. or 903/SK.916-Keu/98 
ogal :::::o Me:i .1.997 

Ca.p t. t.d , - ttd" 

,::etu.a, 

Pj. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH 
TINGKAT II SUKABUMI, 

ILAN RAKYAT DAERAH 
TINGKAT II 

- B U M I 

Ditetapkan di Sukabumi 
Pada tanggal 28 Maret 1998 

mend.::tpat 
bet-1.:::1.ku 

Peraturan Daerah ini berlaku setelah 
pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan 
mulai tanggal 1 April 1998. 

F'ctsa. l 5 

..... 5 - 



=2-a uran Hentcri Dalam 1'1egeri ~lomor 4 Tahun 1990 tentang 
==~gurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; 

_ =2-a uran Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang 
:--Loh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
-=e ah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan 
=2- "tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

:--~ uksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan 
=~-:uan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, ·= paten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa; 

_ •:: , usan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan 
=-=~aran Pendapatan dan Belanja Negara; 

I 
I =2-2turan Pemerintah Nornor 19 Tahun 1997 tentan~ Pajak Daerah; 

_ =2-a uran Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
==e-ah; 

Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan 
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 

_ =2-a: ran Pemerintah 
~-~~a an Pendapatan 
•2 a gan Daerah dan 
=~- Belanja Daerah; 

=2-a~uran Pernerintah Nornor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, 
=2-:a ggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; 

-~a g-undang Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang 
=~=a Daerah dan Retribusi Daerah; 

tentang 1974 Tahun Po ko k -p o ko I< _- ang-undang Nomor 5 
=2-e intahan di Daerah; 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kotarnadya Oaerah 
-_-; ~~ II Sukaburni Tahun Anggaran 1998/1999 di atas perlu disahkan 
==--=i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

-- __ alikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 
- : ::2/Keu/98 tanggal 30 Maret 1998 perihal permohonan pengesahan 
-:-2:- an Daerah Kotamadya Oaerah Tingkat II Sukabumi Nomor 7 Tahun 
_--= :anggal 28 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan =- ~e anja Oaerah Kotarnadya Daerah Tingkat II Sukaburni Tahun 
- ;;=-an 1998/1999. 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT 

TENTANG : 
PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTAMAOYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI 
TAHUN ANGGARAN 1998/1999 

~ «Y~ ~k1h f!k1?MI I 
/j:'uaa fi'k»al 

AT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT 
NOMOR : 903/sv. 916-:Keuh1s 



II Sukabumi Nomor 7 
Penetapan Anggaran 

Daerah Tingkat II 
. eraturan DaeraW Kotamadya Daerah Tingkat 
al1un 1998 tanggal 28 Mar-et 1998 tentang 
endapatan dan Belanja Daerah Kotamadya 

Sukabumi Tahun Anggaran 1998/1999. 

--~·-~- nstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 
anuari 1998 perihal Pedoman PenyusunaM Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999; 

eraturan Daerah Propinsi Oaerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 
-ahun 1998 tanggal 25 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran 
endapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

3a at Tahun Anggaran 1998/1999. 

10 Tahun 1998 tentang 
dan Tingkat II tentang 

-nstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 
oencabutan Peraturan Daerah Tingkat I 
~ajak dan Retribusi Daerah; 

35 Tahun 1990 tentang 
Dewan Perwakilan Rakyat 

eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
erubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 
aerah; 

eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang 
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah; 

eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang 
erubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi 

Dos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang 
Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan 
aerah; 

eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang 
angkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang · 
Daerah dan Pengendalian Kredit 

Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Program Pembinaan Anggaran 
Anggaran; 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang 
Manual Administrasi Keuangan Daerah; 

1996 tentang 
Anggota Dewan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

I 

Ta hun 
dan 

tentang 
Peraturan 
Perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang 
Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Dae rah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom~r 2 Tahun 1994 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jo 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 19i94; 



a am penganggaran dan pelaksanaan pungutan p~nerirnaan Pajak 
Retribusi agar berpedoman pada ketentuan dalarn 

ang-undang Nomor 18 Tah~n 1997, Peraturan Pemerintah 
or 19 dan 20 Tahun 1997, INMENDAGRI Nomor 10 Tahun 1998 
Surat Menteri Dalam Negeri Nornor 973/2472/PUOD tanggal 1 

eptember 1997. 
e ganggaran yang bersumber dari dana Inpres agar 

~isesuaikan dengan plafond yang telah ditetapkan dalam SPABP 
-ahun Anggaran 1998/1999. 
enganggaran penerimaan maupun belanjanya yang bersumber 

SDO agar disesuaikan dengan plafond yang telah 
~tetapkan dalam lampiran Instruksi 'Menteri Dalam Negeri 

or 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998. 
! a. Agar menganggarkan penerimaan dari Subsidi Tingkat 

untuk DLLAJ sebesar Rp.42.000.000,00 dan dalam belanjanya 
agar dibuka Pos tersendiri. 
Agar menganggarkan penerimaan dari Bantuan Pembangunan 

ingkat I (INGUB) bagi keperluan Kecamatan/Perwakilan 
Kecamatan, Pembantu Walikotamadya dan Operasional 
Wal i ko t a s eb e s a r r<p. 2(i.OOO.OOO,-. 

==·· ATA_t!. 

- -a_- yang perlu diperhatikan baik dalam Perubahan Anggaran 
dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Anggaran 1998/1999, maupun dalam Penyusunan 
.:.-;:_2-an Pendapatan dan Be l a n i a Oa e r a h 1:ahun yang a k an datang 
a=a:2h sebagai berikut : 

------------------- ' I 
Jurnlah Belanja Rp. 3.510~905.000,00 

Rp. 3.510.905.000,00 
Rp. 0,00 

-::: rt · n 
--e bangunan 

JA 
------------------- ------------------- Rp. 3.510.905.000,00 -:Je dapatan 

APA TAN 

URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN - ... - - ..... - - - 
------------------- ------------------- Rp. 38.022.361.000,00 Jurnlah Belanja. 

Rp. 27.117.375.000,00 
Rp. 10.904.986.000,00 

-:-Jut in 
-:::e,bangunan 

~:.:- NJA 

Rp. 38.022.361.000,00 
=:.:: i /'.',PA H)~I : 
- endapatan. 

~-:~.ahkan Peraturan Oaerah Kotarnadya Daerah Tingkat II Sukabumi 
Tahun 1998 tanggal 28 Maret 1998 tentang Penetapan 

--;;~- n Pendapatan dan Belanja Daerah Kotarnadya Daerah Tingkat 
:: ~-~abumi Tahun Anggaran 1998/1999 yang berj'urnlah sebesar = __ 35.022.361.000,00 terdiri dari : 

HEH UT US KAN: 

\ 



::engesilhan Penetapa11 Angganin Pendapatan dan Belanja Dae r a h 
~ tamadya Oaerah Tingkat II Sukaburni Tahun Anggaran 1998/1999 
::dak berarti mengesahkan penerimaan - penerimaan yang tidak 
erdasarkan peraturan peru11dangan yang berlaku .. 

-e, uan-temuan has il penel i t i a nz'p eme r i ks a a n : APBD Kotarnadya 
aerah t i ncka t II Sulrnburni Tahun Angga,·an 1998/1999 di.maksud, 

s paya ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Gubernur Kepala 
_ a er ah Ti n g I< at I Jaw a El a r· at c . q . B .i r o Ke u an g_a n Se I< re tar i at 
~: ayah/Daer·ah Ting~;.af: I Jahra Barat. 

a bil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan d~n Belanja 
erah Kotamadya Daera~ Tingkat II Sukabumi Tahun Anggaran :9 B/1.999 agar segera melaksanakan perubahan terhadap Keputusan 

a ikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 12 Tahun 
: 98 tanggal 28 Maret 1998 tentang Penjabaran Anggaran 
::e dapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan 
~ ~ a n j a Dae r· a h T a h u n A n g SFII' a n J 9 9 8 I 1 9 9 9 s es u a i de n g a n d i kt um 
'edua di atas dan segera dikirirnkan kepada Gubernur Kepala 
Jaerah T i nqkat I Jarr.ra 6a1·,1.t. 

SP.'.;i1ai dc nqan ke t e n tua n i:;ebag,tirnana d i mua t dalam INMENOAGRI 
Nomo r 1 Tahun 1998 tanqgal 6 Ja nua r i 1.998 t i da k 
d i. p e r I< e n a n I, a n me 11 g a n g SJ a r I< a n u n tu k k e p e 1· 1 u a n : 
- Biaya Operasional diluar SETWILDA, DIPENOA dan Kecarnatan. 
- Biaya Propaganda, Pameran, Dokumentasi, SSB dan 

Te l e komun i lcas i d i luar SETWILOA .. 
2 . Ke t.i a j i b a 11-· k el\' a j i b ct n O a ti I I yang t e 1 a h di t et a pk a n o 1 eh 

Pemerintah Pusat, agar mendapat perhatian sebagaimana 
mestinya. 
Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 
903.31-736 tanggal 10 Juni 1997 perihal Pengesahan Peraturan 
Oaerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang 
Penetapan APBD Tahun Anggaran 1997/1998, Penyediaan kredit 
a n <Jg a r i.\ 11 rn e 1 a l u i P r o ye I< u 11 t u k Pe n ye r ta a n Mod a 1 k e pad a pi ha k 
ketiga atau Bantuan Modal kepada pihak-pihak lainnya serta 
keperluan yang sifatnya hanya pe11yaluran dana, dalam rangka 
tertib pe11gendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban 
ke ua nqa n da er a h , Unit Penanggung j awab ny a agar t i da k berada 
pada Dinas/Unit/Satuan Kerja Daerah lainnya kecuali Bagian 
Keuanga11 Sekretariat Kotamadya Tingkat II. 

E_L0f'IJ0. 



Henteri Dalam Negeri up.Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi 
Oaerah di Jakarta; 

·:~. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta; 
Ketua Sadan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 

• :, . Kepala Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung; 
·:h. Pembantu Gubernur Wilayah II di Begor; 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kotamadya Oaerah Tingkat II 
Sukabumi di Sukabumi; 

:h. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung; 
Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung; 

·:~. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Jawa Barat di 
Bandung; 
Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung. 

.::.-.: SAN : 

N U R I A N A 

~~1M-+1A'\.1< EPALA OAERAH TINGKAT I 
JAWA BARAT, 

j~ 

B A N D U N G 
30 ,J1.1ni 19ge 

Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan 
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 April 1998 dengan 
ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, 
apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. 

~ENAH 
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